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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun    : Sudirman 
NIM : 10500108048 
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap 
Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba 
 
 Demokrasi di tingkat desa akan terwujud dengan baik apabila Badan 
Permusyawaratan Desa dapat menjalankan perannya sebagai lembaga penampung 
dan penyalur aspirasi masyarakat yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu 
peraturan desa yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan 
kewajibannya tersebut BPD maupun Pemerintah Desa Lembang Kecamatan 
Kajang Kabupaten Bulukumba diharuskan memiliki sumber daya manusia yang 
profesional yang dapat diandalkan kinerja organisasinya sehingga Pemerintah 
Desa Lembang dan BPD Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dapat 
memberikan percepatan kemajuan dan dinamika demokrasi di Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba. 
 Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimanakah peran BPD terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program 
pembangunan Desa? (2) Bagaimanakah efektivitas peran BPD terhadap 
Pemerintahan Desa? 
 Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara 
menganalisis dan mendekripsikan gejala-gejala sosial yang terjadi pada objek 
penelitian berkenaan dengan peran BPD terkait permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini.  
 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Peran BPD di Desa Lembang 
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat tidak optimal disebabkan oleh 
sumber daya anggota BPD sangat rendah khususnya dalam bidang pendidikan; (2) 
Peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasionalnya sangat minim, 
serta sarana dan prasarananya tidak memadai (tidak memiliki kantor sendiri)     
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek 
pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat 
partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera 
diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap 
pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga 
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui 
kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di 
tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. 
Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat 
dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan.Pada masa orde baru pelibatan 
masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui 
pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara 
1 
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proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi 
lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya 
masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan 
kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator 
atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan 
aspirasinya1. Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 Pasal 
1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar***2. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya 
berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar, 
keluhan, dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan 
untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar untuk menutupi perilaku 
pemerintah yang berkuasa3. Agar kedaulatan tetap terjamin, maka setiap organ 
pemerintahan termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan 
tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah 
merupakan amanah dari rakyat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-
Qur’an surah al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut: 
                                                        
1 Ika RamayantiRani, Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2008), hal. 2 
2 Republik Indonesia, UUD Tahun 1945.  (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi RI,   2010), hal. 5  
   ***: Hasil amandemen UUD Tahun 1945 
3 Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara RI. (Bandung; Bumi Aksara, 2003),  hal. 97  
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                                 
                          
       
Terjemahnya:  
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui"4. 
Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah 
tercantum dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 58 sebagai berikut:   
                                   
                                
Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
                                                        
4  Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran & Terjemahannya. (Semarang; CV. Toha   
    Putra Semarang , 1989), hal. 13  
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”5. 
Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat dalam 
perjalanannya terkait dengan persoalan amanah belum berpihak secara sungguh-
sungguh terhadap kepentingan masyarakat. Disadari bersama bahwa mengubah 
suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat 
terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-Undang tidak 
berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). 
Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, 
Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta 
lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, 
demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan 
memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa. 
Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu 
dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan 
peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society 
sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, 
dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari “pembangunan 
masyarakat desa”. 
Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan 
masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena 
sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam 
                                                        
5 Ibid, hal. 128 
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kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi 
daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, 
karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau 
tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan 
pemerintahan pada umumnya. 
Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang 
otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang 
antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan 
pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai 
dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 
dan pemerintahan pada umumnya sangat penting6. Hal ini juga dimaksudkan 
sebagai wadah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya (antara 
pemerintah dan rakyatnya) menuju derajat taqwa di sisi Allah swt. sesuai dengan 
firman-Nya dalam al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut: 
                               
                        
Terjemahnya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
                                                        
6 Ika Ramayanti Rani, Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2008), hal. 2-3 
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yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”7. 
Perkataan atqaakum dalam ayat ini mengandung makna “orang yang 
paling bertaqwa”. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemerintah/penguasa 
yang menegakkan keadilan berarti ia telah mendekatkan dirinya pada posisi taqwa 
yang akan mengantarkannya pada suatu derajat tertinggi di sisi Allah swt. seperti 
telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan 
dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan 
bagi setiap orang termasuk si penguasa/pemerintah itu sendiri. Sebaliknya, apabila 
kekuasaan itu diterapkan secara zalim (tiran, dictator, otoriter atau absolut) maka 
kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana, malapetaka dan 
laknat (kutukan) dari Allah yang akibatnya tidak akan terlepas dari si 
penguasa/pemerintah itu sendiri8.  
Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi 
sebagai pilar penyangga otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi: (1) sharing of 
power (pembagian kewenangan); (2) distribution of income (pembagian 
pendapatan); (3) empowering (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah). 
Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi 
daerah, apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah 
semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka 
pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Ketiga sendi-sendi ini sebagai pilar-
pilar otonomi telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi yang tertuang dalam 
                                                        
7 Ibid, hal. 847 
8 Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum. (Cet. II; Jakarta; Prenada Media, 2004),  
hal. 108 
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Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan 
Pusat dan Daerah maupun dalam Undang-Undang penggantinya Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
Daerah telah dijabarkan tentang ketiga sendi tersebut yaitu dalam prinsip-prinsip 
otonomi. 
Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah 
sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program 
pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa 
Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, 
Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian 
berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di 
daerah (desa). 
Upaya perwujudan kesejahteraan melalui peningkatan peran serta 
masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan LSM, seperti dalam program 
jaring pengaman sosial, dan berbagai macam program pengentasan kemiskinan 
telah dilaksanakan pada masa pemerintahan reformasi. Namun hasilnya masih 
belum terealisasikan bahkan ada dugaan adanya penyimpangan penggunaan dana 
untuk program-program pengentasan kemiskinan, bahkan laporan 
pertanggungjawaban kepala daerah isinya hanya menginformasikan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa menyinggung laporan penggunaan 
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Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan untuk membiayai berbagai 
program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan 
tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan 
masyarakat tersebut. 
Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan 
Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah 
penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. 
BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan 
masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan 
DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional9. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap 
Pemerintahan Desa? 
2. Bagaimanakah efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
terhadap Pemerintahan Desa? 
 
 
 
                                                        
9 Ika Ramayanti Rani, Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2008), hal. 3 
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C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 
variabel-variabel dan istilah-istilah tekhnis yang terkandung dalam judul skripsi 
ini yang objek penelitiannya dilakukan di Desa Lembang Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba. Maka penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran 
umum terhadap beberapa istilah dalam judul ini sebagai sebagai variabel: 
• Peran: Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 
berkedudukan dalam masyarakat (Penguasa/pemerintah)10; 
• Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang 
berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintah desa11; 
• Desa: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia12. 
• Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat 
desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa 
                                                        
10 Ibid, hal. 854 
11 Republik Indonesia, Perda Kab. Bulukumba No. 12 Thn 2001 tentang Susunan Organisasi  
    Pemerintah Desa.(Bulukumba; Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2001), hal. 2 
12 Marwan.M dan Jimmy, Kamus Hukum. (Cet. I; Surabaya; Reality Publisher, 2009), 
    hal. 163 
10 
 
 
 
beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna 
hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan13. 
D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
• Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap 
Pemerintahan Desa 
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap Pemerintahan Desa 
 Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan 
penelitian sejenis lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas, 
serta memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan 
dalam bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai 
pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah14, sertaPerda Kabupaten 
Bulukumba No. 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah 
Desa, Perda Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa dan Perda Kabupaten Bulukumba No. 17 Tahun 
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa. 
b. Secara praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan tentang pemberian kejelasan bagi kedudukan Badan 
                                                        
13 Sumber Saparin , Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. (Jakarta; Reality  
    Publisher, 2008), hal. 15   
14 Dwi Jatmoko, Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
    Pemerintahan Desa.  (Surakarta, 2006), hal. 4  
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Eksekutif Desa dan Badan Legislatif Desa, serta pihak-pihak yang 
terkait mengenai pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah15, serta Perda 
Kabupaten Bulukumba No. 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi 
Pemerintah Desa, Perda Bulukumba No. 13 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa dan Perda Kabupaten Bulukumba No. 17 Tahun 
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
15Ibid, hal. 5  
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 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Peran 
Berikut ini adalah beberapa pengertian peran menurut para ahli: 
Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan 
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. 
Lain halnya dengan R. Linton berpendapat bahwa, peran adalah the 
dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya 
sesuai hak dan kewajibannya. 
Sementara Merton berpendapat bahwa, peran adalah pelengkap 
hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial 
tertentu. 
Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan 
seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam 
sistem sosial. 
Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus 
dijalankan seseorang di dalam sebuah tim. 
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Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, 
peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. 
Sama halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney 
berpendapat bahwa, peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota 
keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya. 
Kemudian pendapat berbeda dikemukakan oleh Donna L. Wong yang 
berpendapat bahwa, peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya 
menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial. 
Sementara Sri Saptina H, Dwi Nugroho & Aris Sutardi berpendapat 
bahwa, peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan 
status yang disandangnya. 
Sedangkan pengertian peran menurut penulis adalah seperangkat 
hak/kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang 
untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan berdasarkan status sosial yang 
disandangnya. 
B. Fungsi  dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004). 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 joUndang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi 
desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia 
yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan 
demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin 
atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus 
merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap 
warganya. 
Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD). Seperti halnya di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan dari Badan Perwakilan 
Desa yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi 
sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung aspirasi masyarakat. 
Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
berpengaruh juga terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-
Undang Pemerintahan Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang 
No.22 tahun 1999 disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 
Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi 
mengayomi adat istiadat.  
Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan 
subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk  
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mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan 
berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. 
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Lembang 
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dilaksanakan oleh pemerintah desa 
yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah 
desa diawasi oleh BPD. 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat 
di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, 
pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 
Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan 
peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan 
daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama 
bupati/walikota. Untuk BPD di Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten 
Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 
13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih 
baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan 
kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga 
masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa 
yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN. 
Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah 
desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba haruslah 
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mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai 
lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. 
Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota 
BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan 
anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) 
kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan 
merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.  
Sesuai dengan Perda Kabupaten Bulukumba No: 13 Tahun 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan tentang kedudukan BPD berdasarkan 
pasal 2 yakni; BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Desa. Sedangkan fungsi BPD juga diatur dalam Pasal 2 yaitu; Melaksanakan 
demokrasi berdasarkan pancasila16. Sedangkan Pasal 15, menyatakan kewajiban 
anggota BPD yaitu: 
a. Mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945; 
b. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan demokrasi ekonomi; 
d. Menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta menfasilitasi tindak lanjut 
penyelesaiannya.  
                                                        
16 Republik Indonesia, Perda Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2006  tentang Badan  
    Permusyawaratan Desa. (Bulukumba; Sekretariat Daerah Bulukumba, 2006), hal. 4  
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Sementara dalam Pasal 17 berisi tentang hak-hak yang dimiliki BPD 
antara lain: 
a. Meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa; 
b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat; 
c. Mengadakan penyelidikan 
d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Anggota BPD juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 18 yakni: 
(1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan 
Desa; (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.  
Pasal 20 berisi tentang larangan bagi pimpinan dan anggota BPD yakni: 
Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.17. 
Mengenai fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dapat dilihat dalam tiga instrumen hukum/perundang-undangan yaitu:  
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 209 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan 
Desa Pasal 34, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat18. Sedangkan wewenang BPD 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan 
Desa Pasal 35, BPD berwenang: 
a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 
                                                        
17 Ibid, hal. 9-10 
18 Republik Indonesia, UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah .(Jakarta; Sekretariat  
    Negara, 2004), hal. 144 
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kepala desa; 
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 
d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; 
e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat;  
f. menyusun tata tertib BPD19. 
 Sementara menurut Perda BulukumbaNo. 13 Tahun 2006 Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa Pasal 16 (1), menyatakan tentang tugas dan wewenang 
BPD yaitu: 
a. Melaksanakan pemilihan kepala desa; 
b. Mengusulkan pengesahan calon kepala desa terpilih kepada Bupati; 
c. Mengusulkan pemberhentian kepala desa; 
d. Bersama dengan kepala desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa; 
e. Bersama dengan kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa;  
f. Melaksanakan pengawasan; 
g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap 
rencana perjanjian kerjasama antar desa yang menyangkut kepentingan desa; 
h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi pemerintahan desa dan 
masyarakat20. 
 
                                                        
19 Peraturan Pemerintah No. 72 Thn  2005 tentang Pemerintahan Desa. (Jakarta; Sekretariat   
    Negara, 2005), hal. 10 
20 Republik Indonesia, Perda Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2006  tentang Badan   
    Permusyawaratan Desa. (Bulukumba; Sekretariat Daerah Bulukumba, 2006), hal. 11 
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C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Kaitannya dengan 
Pemerintahan desa  
Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat 
memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan 
keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu 
adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan 
pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda 
pemerintahan berjalan dengan optimal. 
Secara praktis sebenarnya birokrasi atau pemerintahan telah diterapkan 
masyarakat Mesir Kuno dan Romawi Kuno berabad-abad lamanya, pada saat 
mereka sibuk mengatur jaringan irigasi, membagi secara adil dan membuat dam-
dam (bak penampung air) telah diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan/birokrasi. 
Demikian pula masyarakat Jawa Kuno yang konon dahulu Jawa Dwipa atau Pulau 
Jawa dijuluki sebagai Lumbung Padi di Kepulauan Nusantara ini, sebenarnya 
telah terbiasa dengan aturan-aturan; Jaga Tirto, Ulu-ulu atau Kuwowo bertalian 
dengan jaringan irigas, merupakan bentuk dari penerapan bentuk pemerintahan. 
Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk 
pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-
Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-Undang No. 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan:  
1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan 
nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
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susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana 
dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan 
pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan 
masyarakat.  
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan 
pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada 
Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 
tersebut kepada Bupati.  
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum 
perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut 
dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan 
Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 
hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.  
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa di bentuk Badan Permusyawaratan 
Desa yang sekarang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau 
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang 
bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan 
dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, dan Keputusan Kepala Desa.  
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5. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan 
kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.  
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan 
pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, 
sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.  
7. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang besangkutan, Kepala Desa mempunyai 
wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.  
Istilah “desa” , menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam 
makna Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat 
keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura 
adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai, karena untuk 
kesatuan masyarakat yang terendah. Istilah “desa” telah menjadi islilah umum. 
Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan 
hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuas mengadakan 
pemerintahan sendiri. Adapun Hazairin berpendapat, bahwa Desa di Jawa dan 
Madura, Nagari di Minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat 
hukum adat adalah, kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai 
kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai 
kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan 
hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. 
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Kesatuan masyarakat, desa, huta, nagari marga, ataupun lainnya, pada 
dasarnya berasaskan pada dua hal yaitu asas teritorial dan asas genekologis. Desa 
di Jawa dan Madura berasaskan asas teritorial, sedangkan kesatuan masyarakat di 
luar Jawa dan Madura berasaskan genekologis. Perbedaan asas tersebut menurut 
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, membawa dampak pada perbedaan 
kedudukan diantara keduanya; 
Pertama, di Jawa kepala desa dipilih oleh warga desa secara langsung, 
sedangkan di Tapanuli dan Minangkabau Raja Huta dan Wali Nagari tidak 
langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh sekelompok orang sebagai tetua 
dalam kesatuan masyarakat tersebut.  
Kedua, hubungan antar warga desa, antar warga desa dengan pimpinan 
desa. 
Ketiga, status sosial-ekonomi kepala desa. Adanya tanah bengkok bagi 
kepala desa di Jawa dan Madura, dapat dianggap seabagai suatu segi ekonomis, 
sedangkan segi sosial kepala desa adalah kedudukan terhormat di desa.Di luar 
Jawa, Raja Huta di Tapanuli dan Wali Nagari di Minangkabau, kedudukannya 
semata-mata sabagai kedudukan saja. Sama sekali tidak ada unsur ekonomis. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 
huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan “Desa” adalah suatu wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan 
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
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Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pasal 1 huruf o) maupun 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) (Pasal 1 angka 12) memberikan 
defenisi yang sama mengenai “Desa”, yaitu; Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat 
yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 
kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengakui otonomi 
yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui 
pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 
pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan perintah 
tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersaifat 
administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena 
transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, 
ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan untuk tumbuh dan 
berkembang mengikuti dari desa itu sendiri.  
Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa dibentuk Badan Permuswaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai 
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dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai 
lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam 
pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan 
yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa. 
Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang 
dalam tata cara dan prosedurnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota 
malalui Camat. Kepada Badan Permuswaratan Desa Kepala desa wajib 
memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat 
menyampaikan pokok-pokok pertanggunganjawabannya namun tetap harus 
member peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang 
bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud21. 
Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa secara garis besar 
keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pemerintahan tingkat Desa 
memiliki tiga peran utama yaitu BPD berperan sebagai legislator Desa, budgeting 
dan pengawasan. 
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaitannya dengan 
Pembangunan Desa 
Penerapan otonomi desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 
                                                        
21 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD  
    1945. (Surabaya: 2008), hal. 319-322 
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1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 
tentang Pemerintahan Desa serta Perda Bukumba No. 13 Tahun 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diarahkan kepada upaya mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing desa dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan desa. 
Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi desa yang harus 
dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitis dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai dalam otonomi tersebut 
merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara.  
Dengan demikian, konsep demokrasi, otonomi desa, dan partisipasi 
masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan 
satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi masyarakat desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah inti dasar dari negara 
demokrasi. Demikian juga otonomi desa, hendaknya juga dibangun berdasarkan 
prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian konsolidasi 
demokrasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan negara 
berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi 
desa. 
Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
era “hukum yang berorientasi pada birokrat” yang selama ini mendominasi sistem 
hukum di Indonesia sudah saatnya diganti dengan hukum yang lebih demokratis, 
yang melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan 
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penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Proses perancangan peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam 
praktik masih cendrung besifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang 
sangat minimal bagi partisipasi masyarakat luas dalam proses tersebut. Para stake 
holder seringkali justru ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturan 
perundang-undangan, padahal stake holder merupakan pihak yang paling 
berkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-
undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer 
dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena 
masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di 
tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari 
pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu 
berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunan 
sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintah desa yang 
mengganggap “pokoknya ada atau asal ada” terhadap peraturan desa, sehingga 
seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun 
secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi 
masyarakat melalui legislator desa atau lebih dikenal dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi 
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. 
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Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggraan 
pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir 
seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di 
tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan 
Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi 
penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional 
namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi desa atau 
otonomi masyarakat, di desa sangat diharapkan peranan anggota BPD yang 
signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. 
Pada era otonomi desa dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa 
serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat 
desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam 
penyelenggaraan pemerintah di desa.  
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai 
pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa serta Perda 
Bukumba No. 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat 
terbuka lebar dengan adanya peran Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa 
menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi menampung dan menyalurkan 
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aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki Badan Permusyawaratan 
Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan partisipasi masyarakat dalam 
proses pembangunan desa .  
Pembuatan Perdes dalam konteks otonomi desa hendaknya ditujukan 
dalam kerangka: 
a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, 
b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan 
pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, 
c.  Menjamin kekebasan masyarakat desa, 
d.  Melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, 
e. Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan 
antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili 
kepentingannya dalam Badan Permusyawaratan Desa, 
f.  Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik dan sosial 
ekonomi masyarakat desa. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai 
kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota 
masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD 
berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan 
pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih 
dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta 
persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling 
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menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah 
dari masyarakat. 
Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan 
BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. 
Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. 
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya 
antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan 
desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk 
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu 
memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. 
Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka 
antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat 
meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap 
dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari 
peraturan desa22. 
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa Kaitannya dengan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik individu maupun kelompok 
terlebih organisasi birokrasi termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
tentunya mempunyai strategi gerakan/konsep dalam menjalankan perannya.  
 
                                                        
22 Beratha, N. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa.(Jakarta :1992), hal. 3 
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a. Konsep Pemberdayaan  
Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam 
perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam 
upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi 
dan nonmaterial sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat 
diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna 
mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait 
dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam 
melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk 
menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. 
Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk 
mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun 
dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses 
pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan 
pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada 
pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai 
oleh pemerintah. 
Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang 
satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa 
pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah 
atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi 
ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan 
potensi dan kemandirian masyarakat.  
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Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan 
kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari 
pemerintah dan lembaga non government organization/ngo hanya mengambil 
posisi partisipan, stimulan, dan motivator. 
b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat sebagai Konsep Alternatif 
Pembangunan   
Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang 
pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu 
kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung 
(melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman 
langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil society” akan 
merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun sangat tidak realistis apabila 
kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil society” diabaikan. 
Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja 
namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki 
posisi tawar baik secara Nasional maupun International. 
Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik 
ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan 
merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan bottom up antara growth 
strategy dan people centered strategy, sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan 
terjadi lewat pertarungan antar otonomi.  
Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan 
masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. 
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Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan 
oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, 
tekhnologi keterampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia, serta 
kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, 
serta masalah akumulasi modal. 
Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal 
secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan 
kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan 
produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha. 
 Sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat lokal terlalu 
terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat atasnya, sehingga 
tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat 
dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri. 
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 
yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma basis 
pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering dan 
sustainable. 
Dari definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep 
yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 
Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia 
sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan dengan kata lain 
pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia. 
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Secara konkrit, pembedayaan masyarakat diupayakan melalui 
pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat 
harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian 
upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus 
mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan 
prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, 
pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi 
masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat 
harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. 
 Dari uraian tersebut di atas tersebut secara nyata diwujudkan dalam 
pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut : 
1. Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui 
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan 
peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial di 
masyarakat 
2. Pemantapan kordinasi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara 
institusi lokal yang ada di masyarakat 
3. Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan 
kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan 
transparansi. 
 Dalam hal, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga 
pemberdaya masyarakat yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan 
masyarakat, maka upaya untuk memberdayakan (empowering) masyarakat desa 
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harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Tentunya dengan 
melaksanakan perannya dengan baik melalui optimalisasi fungsi BPD sebagai 
legislator dan budgeting, serta pengawasan/kontrol terhadap pemerintah desa 
khususnya yang terkait langsung dengan program pemberdayaan masyarakat desa. 
Misalnya pemberdayaan melalui perekonomian dan pembangunan sarana dan 
prasarana desa yag selama ini kita ketahui bersama bahwa sangat minim dan 
memprihatinkan.  
Dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan 
membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan masyarakat desa yang 
pada akhirnya menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat khususnya di 
pedesaan. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan 
bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, dan bila ada biaya maka harus ada 
kepastian dapat terjangkau.  
Di samping itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, 
posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah BPD. Sedangkan 
dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka Pemerintah Desa selaku 
Pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam 
menunjang mudahnya digerakkan untuk berpartisipasi.  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem 
penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran 
dalm pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan mayarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan yang digunakan 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan hukum normatif. 
B. Jenis dan Sumber Data 
a. Kepustakaan. 
Data kepustakaan diperoleh dari: 
 Data Hukum Primer, meliputi: 
1. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945; 
2. Peraturan Perundang-undangan: 
▪ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
▪ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 
 Data Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai data hukum primer, seperti: 
1. Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah;  
2. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang 
Desa; 
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3. Perda Kabupaten Bulukumba No. 11 Tahun 2001 tentang 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelatihan dan 
Pemberhentian Kepala Desa; 
4. Perda Kabupaten Bulukumba No. 12 Tahun 2001 tentang 
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa; 
5. Perda Kabupaten Bulukumba No. 17 Tahun 2001 tentang 
Sumber Pendapatan Desa; 
6. Perda Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; 
 Data Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 
sekunder, seperti kamus, dan keterangan/penjelasan pihak-pihak 
yang diwawancarai. 
b. Lapangan. 
Data lapangan diperoleh melalui: 
1. Wawancara yang terdiri dari Ketua dan para anggota Badan   
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, serta Tokoh 
Masyarakat  
2. Observasi terkait dengan keadaan desa yang menjadi objek 
penelitian guna mengetahui seberapa besar peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut.  
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C. Tekhnik Pengumpulan Data 
 Library Research: Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara telaah pustaka, yaitu data dikumpulkan melalui membaca buku 
atau literatur-literatur ilmiah yang  ada hubungannya (relevan) dengan 
objek yang diteliti.    
 Lapangan, dilakukan dengan tekhnik: 
1. Wawancara: Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengajukan/menanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada 
narasumber atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek 
yang diteliti. Dalam hal ini beberapa orang anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat Desa 
Lembang. 
2. Observasi: Proses pengumpulan data dengan cara turun langsung ke 
lokasi objek yang diteliti untuk melihat langsung kondisi yang 
terjadi di lapangan. 
D. Tekhnik Analisis Data 
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam skripsi ini 
adalah: 
1. Inventarisasi Peraturan  
a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Inventarisasi hukum dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Daerah. 
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2. Penafsiran Hukum, secara gramatikal yang didasarkan pada tata bahasa 
dalam hukum primer dan sekunder. 
3. Analisis, dengan menggunakan logika deduksi yaitu membandingkan 
hukum yang melatarbelakangi keberadaan peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD).    
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
Untuk  melengkapi penulisan skripsi yang dilakukan penulis, maka dalam 
bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian 
berhubungan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba. 
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa 
Perkembangan politik di Indonesia yang terus berkembang dari orde lama 
sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih 
menekankan sikap sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya 
kepusat. Hal ini tentunya belum terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat 
desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh 
pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui 
perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari camat, bupati, gubernur, 
sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa 
yang dipimpinnya. 
Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang 
sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat 
untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain 
itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan 
rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan 
kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No. 
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22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 
72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Bulukumba No. 13 Tahun 
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang sebagai bagian dari proses 
besar demokratisasi. 
Suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian 
isi danrealisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Peralihan Indonesia 
menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling 
dramatis pada akhir abad ke-20. Meski kadang-kadang menyakitkan, transisi telah 
mengembalikan Indonesia kepada kebebasanyang sudah tak terlihat di negeri ini 
sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950-an. 
Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi 
perjalanan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Hal ini sangatlah wajar 
karena kebijakan sebelumnya yang nota bene melahirkan sebuah kenyataan politis 
yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang 
begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan 
masa lalu memberitahu kepada kita semua satu hal namun berimplikasi pada 
sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu 
membelenggu baik dari tingkat desa, desa sampai kepada individu-individu rakyat 
dalam masyarakat. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 
menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. 
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Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Jiwa otonomi daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian 
daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. 
Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan-kebijakan 
yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah 
ketergantungan. Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat 
pula segi mendasar yakni otonomi daerah yang bisa dikatakan sebagai saripati dari 
otonomi daerah. 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 
memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
42 
 
 
 
Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan 
Permusyawaratan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang 
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah 
dan mufakat. BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang 
dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota 
maupun ketua BPD, sehingga Kades tidak mempunyai peran penting bahkan 
kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-
Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang mengatur 
tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat 
dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak Kades mempunyai peranan 
penting di desa atau otonom. 
Namun apakah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk tersebut 
dalam realisasinya sudah dapat mengontrol pemerintah desa dan sebaliknya 
apakah pemerintah desa dengan sistem pemerintahan yang baru ini juga sudah 
siap untuk dikontrol oleh rakyat melalui badan tersebut? Disinilah partisipasi 
rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa ini akan terlihat, karena lewat Badan 
Permusyawaratan Desa ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang 
dimiliki23. 
                                                        
23 Dwi Jatmoko. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
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Bertitik tolak dari pertanyaan sederhana tersebut, mari kita mencoba 
melihat secara jelas hasil penelitian penulis terkait dengan peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba. Telah kita ketahui bersama bahwa peran utama BPD adalah bersama 
Kepala Desa membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat di samping itu BPD juga berfungsi sebagai legislator dan kontrol serta 
pengawas terhadap kinerja Pemerintah Desa. 
Namun fakta di lapangan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Desa Lembang tidak melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik bahkan BPD 
terkesan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan 
penyalahgunaan wewenang. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan 
oleh penulis dengan Ketua BPD Akhmad Alim, beliau menuturkan bahwa 
Pemerintah Desa Lembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada 
masalah24. Padahal menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat Desa 
Lembang Muh. Natsir melalui wawancara dengan penulis menuturkan Pemerintah 
Desa Lembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak profesional 
dan terkesan KKN dengan indikator: 
1. Hampir semua Perangkat Desa Lembang adalah orang dekat dan keluarga 
Kepala Desa termasuk Kepala Dusun; 
2. Hampir setiap proyek pembangunan desa dikelolah dan dilaksanakan 
langsung oleh keluarga besar Kepala Desa kerjasama dengan anggota BPD, 
padahal dalam aturan sebenarnya pemerintah tidak boleh terlibat langsung 
                                                                                                                                                        
    Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo.Tesis, hal. 3-5 
24 Wawancara penulis dengan Akhmad Alim Ketua BPD Desa Lembang, 28 Mei 2012 
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dalam pengerjaan proyek. Bahkan awal tahun 2012 yang lalu ada proyek 
pembukaan jalan desa yang proses pengerjaannya diketuai langsung oleh 
Kepala Desa Lembang dan bendaharanya adalah adik kandung Kepala Desa 
dan anehnya hal ini terungkap dari pengakuan istri Ketua BPD (Nurhayati 
Aim) itu sendiri25. 
Dari indikator di atas terlihat jelas bahwa BPD Desa Lembang sangat 
lemah dalam menjalankan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap 
Pemerintah Desa Lembang, bahkan menurut Zainuddin salah seorang warga Desa 
Lembang menuturkan bahwa ada dugaan terjadi kerja sama antara BPD dan 
Pemerintah Desa dalam melakukan penyalahgunaan wewenang untuk 
menguntungkan pribadi oknum masing-masing. Lebih lanjut Zainuddin 
mengatakan bahwa, BPD sama sekali tidak berpengaruh (antara ada dan tiada), 
dan hanya berfungsi pada saat menjelang pemilihan Kepala Desa karena Badan 
Permusyawaratan Desalah yang diberi kewenangan penuh dalam proses 
pembentukan panitia pemilihan26. 
Penuturan serupa disampaikan oleh Hamria bahwa, masyarakat Desa 
Lembang terkesan jalan sendiri-sendiri dan sangat jarang mendapat perhatian dari 
pemerintah desa karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing27.  
Dengan menganalisa problem tersebut di atas, maka penulis 
menyimpulkan bahwa Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 
Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah gagal mengembang 
                                                        
25 Wawancara penulis dengan Muh. Natsir Tokoh Masyarakat Desa Lembang  yang didukung oleh   
    pengakuan  Nurhayati Alim (istri Ketua BPD), 29 Mei 2012  
26 Wawancara penulis dengan Zainuddin warga Desa Lembang, 29 Mei 2012  
27 Wawancara penulis dengan Hamria warga Desa Lembang, 31 Mei 2012 
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amanah sebagai legislator desa khususnya dalam program pemberdayaan 
masyarakat melalui program pembangunan desa. Padahal sebenarrnya kalau kita 
maknai secara baik, BPD mempunyai posisi yang stretegis dalam hal program 
pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya mari kita cermati diagram berikut: 
1.      Kedudukan BPD dalam pemerintahan Desa  
 
BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua 
belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat 
dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD 
mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada 
Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan 
perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, 
demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat 
oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. 
Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan 
BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah, 
keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat28. 
                                                        
28 Dwi Jatmoko. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
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Namun demikian bukan berarti BPD tidak memiliki kewenangan untuk bertindak 
secara tegas dalam menjalankan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap 
Pemerintah Desa, perlu diketahui bahwa posisi boleh sama tapi kewenangan 
belum tentu sama dan hal itulah yang terjadi pada posisi BPD. 
2.      Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa  
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya 
antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan 
desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk 
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu 
memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. 
Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka 
antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat 
meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap 
dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari 
peraturan desa29. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
    Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo. Tesis, hal. 6 
29 Ibid, hal. 7 
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B. Efektivitas Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap 
Pemerintahan Desa 
Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis 
yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh ke 
depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang 
sifatnya, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, 
kesetaraan dan disertai keadilan untuk kesadaran akan keaneka ragaman 
kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. 
Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan pelayan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat 
serta aparatur pemerintah di daerah. 
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan PEMDA dan 
antar-PEMDA dalam kewenangan dan keuangan.' 
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah. 
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. 
Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau di bentuk 
dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana 
dimaksud dalam Amandemen UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan 
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mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan 
terhadap Desa, geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang 
di bentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena 
alasan lain yang warganya pluralis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi 
daerah akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 
perkembangan dari desa itu sendiri. 
Sebagai perwujudan dari sistem demokrasi, dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)atau sebutan lain 
yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang 
berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa 
seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Angaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga ke 
masyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat desa. 
Otonomi desa pada dasarnya mempunyai peranan yang strategis, ketika 
saat ini kita semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis 
kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan dsb. Desa adalah basis masyarakat dengan 
segala problematikanya. Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis 
sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal 
di desa. Dengan demikian, slogan yang mengatakan membangun desa maka 
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daerah dan negara maju bukan hanya slogan pesan kosong tanpa argumen yang 
valid. Dalam kerangka konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan 
otonomi desa adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis 
dalam sistem pertahanan nasional. 
Otonomi pada hakekatnya menunjukan besaran kewenangan yang dimiliki 
sebuah ruang lingkup wilayah politik dan administratif. Luas atau sempitnya 
kewenangan yang di ukur dengan jumlah urusan akan menunjukan besaran 
otonomi tersebut. Oleh sebab itu, besaran kewenangan ini akan berhubungan 
dengan tingkat kapabilitas dalam mengelola kewenangan tersebut yang di lihat 
pada level kreativitasnya. Sehingga ada persepsian yang menyatakan bahwa 
otonomi akan mendorong kreatifitas yang arti kata ada pemberdayaan di sana. 
Tanpa ada otonomi, jangan harap akan munculnya lahir kreativitas dan kapabilitas 
komunitas masyarakat lokal. 
Namun, hal yang menarik jika kita mencermati perkembangan otonomi 
desa, ternyata sesungguhnya masyarakat lokal khusus masyarakat pedesaan telah 
lebih dahulu memiliki bakat kreativitas dalam mengelola berbagai 
problematikanya dalam ruang lingkup otonomi aslinya yang kelihatan ada pada 
pola adat-istiadat mereka. Hal ini tentunya tidak sama dengan otonomi daerah 
pada level Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang dari segi waktu masih relatif 
lebih muda karena diberikan oleh negara sebagai bentuk strategis kebijakan 
pemerintah. 
Menyimak sejarah perkembangan otonomi desa, akan kelihatan kuatnya 
komitmen untuk mengesampingkan ruang lingkup pedesaan yang terus 
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berkembang dan berlangsung. Rezim otoriter dalam konteks desa sepertinya akan 
terus berlanjut. Undang-Undang No. 32/2004 yang mengantikan Undang-Undang 
No. 22/1999 mungkin cerita yang dapat diangkat. 
Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang No 32/2004 harus 
dikatakan berbeda secara mendasar dengan pemerintah desa menurut Undang-
Undang No. 22/1999. Di mana pengaturan desa yang tergambar dalam Undang-
Undang No. 32/2004 memperlihatkan kuatnya kontrol pemerintah dan 
menghilangkan demokratisasi pemerintahan desa. Hal ini mengingatkan 
pengaturan desa dalam Undang-Undang No. 5/1975. 
Selanjutnya menyangkut kewenangan desa, dapat di lihat bahwa terdapat 
tiga sumber urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagaimana di 
atur dalam Pasal 206 Undang-Undang No. 32/2004yaitu : 
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum 
dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah. 
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau 
Pemerintah Kabupaten. 
Penjabarannya harus hati-hati, karena terjadi ketidak-sikronan terutama 
pasal 206 ayat (1) dengan pasal 200 Undang-Undang No. 32/2004 yaitu : 
1. Dalam pemerintahan desa di Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa 
yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
2. Pembentukkan, penghapusan dan/atau pengabungan desa dengan 
memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat. 
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3. Desa di Kabupaten/Kota bertahap dapat di ubah atau disesuaikan statusnya 
menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama 
Badan Pemusyawaratan (BPD) dengan PERDA. 
Pasal 206 ayat (1) menjelaskan kewenangan desa adalah urusan 
pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa. Jenis urusan ini jelas bukan urusan 
karena penyerahan dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Padahal dalam pasal 200 
dinyatakan bahwa dalam PEMDA Kabupaten/Kota di bentuk Pemerintahan Desa. 
Istilah PEMDA menunjukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari 
asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian dalam Pemerintahan 
Desa yang di bentuk ada urusan yang tidak bersumber kepada pembentukkannya. 
Menyangkut pengaturan sistem Pemerintahan Desa, terdapat beberapa 
kelemahan yang perlu dicermati, yaitu : 
Pertama : Tidak diaturnya sistem pertanggungjawaban Kepala Desa dalam 
batang tubuh Undang-Undang No. 32/2004. Sistem pertanggungjawaban Kepala 
Desa ditemukan di dalam penjelasan umum. Kepala Desa pada dasarnya 
bertanggungjawab kepada rakyat desanya yang dalam tata cara dan prosedur 
pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui 
Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa wajib 
memberikan laporan pertanggungjawabannya. Pengaturan semacam ini tidak tepat 
sasaran. Karena penjelasan pada hakekatnya bukanlah norma, namun merupakan 
penjelasan dari norma sehingga terhindar dari penafsiran gramatikal ganda. Hal 
ini yang perlu dicermati yaitu pola laporan pertanggungjawaban yang bersifat 
vertikal (ke atas) dan bukan horinzontal dan ke bawah (ke masyarakat dan BPD) 
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akan menimbulkan perubahan orientasi pengabdian Kepala Desa yang akan lebih 
loyalitas kepada kehendak pihak atas ke timbang kepada rakyat yang memilihnya 
dan menimbulkan dampak yaitu Pemerintahan Desa bisa menjadi alat politik 
pencapaian kekuasaan dari Bupati/Walikota dalam pemilihan umum Kepala 
Daerah secara langsung. 
Kedua: Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa di atur lebih lanjut dengan PERDA 
berdasarkan Peraturan pemerintah dan  pasal 208 Undang-Undang No. 32/2004  
Ketentuan ini cukup berbahaya mengingat Undang-Undang tidak secara definitif 
menentukan tugas dan kewajiban kepala Desa. Pengaturan semacam ini memberi 
ruang hampa pada pemerintah melalui peraturan Pemerintah. Di lain pihak Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang sangat terbatas 
berdasarkan pasal 209 Undang-Undang No. 32/2004 yaitu menetapkan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
dalam formulasi pengaturan yang semacam itu maka akan sangat sulit terjadi 
keseimbangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena kewenangan 
Kepala Desa sangat elastis dengan menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada 
PERDA. 
BadanPemusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang No. 32/2004 
fungsi bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan sebagai penampung 
serta penyalur aspirasi rakyat. 
Berbeda sama sekali dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam 
Undang-Undang No. 22/1999, BPD berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat 
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Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi 
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. 
Mekanisme tata cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam 
Undang-Undang No. 32/2004 yaitu anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) 
adalah respretatif dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 
musyawarah dan mufakat artinya tidak dipilih secara langsung akan tetapi dengan 
ditetapkan dengan cara musyawarah. Mekanisme tata cara pengaturan ini pada 
dasarnya menghilangkan prinsip nilai demokrasi di level wilayah desa. Sedangkan 
di dalam Undang-Undang No. 22/1999 yaitu anggota Badan Perwakilan Desa 
(BPD) di pilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. 
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pilih dari dan oleh anggota. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa menetapkan 
Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati/Walikota, 
tetapi wajib ditetapkan dengan tembusan kepada Camat, Pelaksanaan Peraturan 
Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
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Selain itu, penggantian Badan Perwakilan Desa menjadi Badan 
Permusyawaratan Desa memunculkan kembali "sistem nepotisme", kerabat-
kerabat  Kepala Desa menjadi kaum elit desa karena keangotaannya ditetapkan 
secara musyawarah dan mufakat. Perubahan pola ini dapat di anggap sebagai 
pengingkaran prinsip demokrasi langsung terhadap kedaulatan rakyat. 
Selanjutnya itu, mengenai aparatur Pemerintahan Desa dalam Undang-
Undang No. 32/2004 terdiri atas Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. 
Sekretaris Desa di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 
Kondisi ini pada dasarnya akan mengarahkan Pemerintahan Desa ke arah 
birokratisasi yang pengabdiaannya pun akan berbeda. Di samping itu akan 
munculnya kultur Pegawai Negeri Sipil di desa dan dapat diarahkan kepada mesin 
politik baru. 
Di samping itu, secara politik kedudukan Sekretaris Desa dapat 
membuatnya juga loyalitas ganda, satu sisi sebagai bawahan Kepala Desa maka ia 
harus tunduk kepada Kepala Desa. Namun di sisi lain sebagai Pegawai Negeri 
Sipil secara otomatis maka ia juga harus tunduk kepada atasannya yaitu 
Bupati/Walikota. Loyalitas ganda inilah menyebabkan kewenangan desa untuk 
mengatur dirinya sendiri menjadi hilang. Sebab masuknya birokrasi intervensi 
pemerintah Kabupaten/Kota dapat dengan mudah masuk ke desa. Jika demikian, 
peluang pola pembangunan yang sentralistik dan top down (dari atas) berpeluang 
untuk hadir kembali30. 
 
                                                        
30 Rivan Mubaraq. Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No 32/2004. Jurnal, hal. 1-3 
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Hasil penelitian menunjukkan: 
1. Peran dan fungsi BPD di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba ditinjau dari sisi proses penyelenggaraan pemerintahan sangat 
tidak aspiratif, dan terkesan tidak bertanggungjawab. Hal ini menimbulkan 
berbagai pertanyaan dan mengundang kecurigaan dari warga masyarakat desa 
setempat. Ditinjau dari sisi produk, peran dan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di Desa Lembang, sampai saat ini belum ada yang dirasakan oleh 
masyarakat secara umum bahkan awal tahun 2012 terjadi mutasi Sekertaris 
Desa (Sekdes) dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan disembunyikan. 
Hasil kinerja BPD di bidang pembangungan (fisik) contoh pembukaan dan 
pengerasan jalan desa, serta pembuatan jembatan. Itupun menuai kontroversi 
dikalangan masyarakat karena proses pengerjaannya ditangani langsung oleh 
Kepala Desa dan Ketua BPD, contoh lain bantuan sumur bor dan rumah 
singgah di tempatkan di lokasi kepala desa tanpa terlebih dahulu diadakan 
pembebasan lahan yang dikhawatirkan kelak nantinya diklaim oleh kepala 
desa sebagai miliknya karena berada di atas lahannya ketika berakhir masa 
jabatannya untuk periode ke-2 tahun 2014 mendatang. Selain masalah 
pembebasan lahan, kedua program tersebut (sumur bor dan rumah singgah) 
penempatannya dinilai sangat tidak strategis, sumur bor ditempatkan di 
Dusun Kassibuta tepatnya di samping rumah kepala desa yang notabene 
kepala desa memiliki sumur yang layak sementara di Dusun Kalumpang 
warga sangat kesulitan mendapatkan air bersih terlebih dimusim kemarau, 
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sementara rumah singgah juga ditempatkan di kebun milik kepala desa yang 
letaknya jauh dari keramaian sehingga rumah singgah tersebut terkesan hanya 
digunakan sebagai rumah kebun oleh kepala desa. 
2. Faktor penghambat efektivitas kinerja BPD yaitu kondisi sosial masyarakat 
yang masih belum percaya dengan adanya BPD, masyarakat masih merasa 
bahwa BPD belum benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan 
dari masyarakat serta sumber daya anggota BPD yang masih relatif rendah, 
terbatasnya jumlah anggaran dari pemerintah, sumber Daya Manusia 
Perangkat Desa Lembang, Kec. Kajang Kab. Bulukumba yang masih rendah 
dan sebagian Perangkat Desa maupun anggota BPD yang tidak secara aktif 
mensosialisasikan sebuah Peraturan Desa. 
Rekomendasi yang diberikan antara lain:  
1. Meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
khususya yang terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap 
Pemerintah Desa yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat; 
2. Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara 
horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan 
kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / kelompok; 
3. Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga lain misal Pemdes, LPMD, 
Muspika yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi 
tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;  
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4. Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan 
masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan 
keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman;  
5. Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai 
kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam 
proses penyusunan kebijakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan 
Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga 
diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan 
pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program 
pembangunan desa. Namun fakta di lapangan berbicara lain, BPD Desa 
Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat 
menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota 
BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam 
menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus 
dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang 
menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja 
Pemerintah Desa/Kepala Desa. 
Di samping itu juga, peran BPD tidak efektif disebabkan oleh 
anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis 
proyek kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundi-
pundi penghasilan. Hal ini mengundang terjadinya kerjasama yang tidak 
sehat/kongkalikong antara anggota BPD dan Pemerintah Desa/Kepala Desa 
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Lembang dalam menyalahgunakan wewenangnya masing-masing. Selain itu 
sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor 
sendiri sehingga dalam  menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor 
Desa. 
B. Saran 
1. Pemerintah hendaknya memperhatikan perkembangan lembaga BPD 
melalui program pendidikan khusus atau melalui pelatihan-pelatihan 
khusus secara berkesinambungan bagi para anggota BPD agar lebih 
mengetahui dan mengerti akan peran dan fungsinya sebagai Legislator 
Desa.  
2. Pemerintah harusnya menambah anggaran operasional BPD agar 
program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan 
baik, membenahi sarana dan prasarana serta membuatkan kantor 
tersendiri untuk BPD.   
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